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PERATURAN DAERALL KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: {6 TAHUN 2000 .
TENTANG ‘

PEMBENTUKAN ORGANTSANT NAN TATAKERJA
KANTOR TENACA KRRIA KABUPATEN LANGKAT
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BLTIATT LANGIZAT

bahwa  dalany Lanpka Restapan Otonomi Daerah dj Kabupaten

Langhat maka dilaksanakan penataan kelombagaan prrangkar
dacrah;

- hahwa untul memenuhi awksu tersebug pada hurut a djatas,

Kantor  Departemen Tenapa  Kerja Kabupaten Langkat
chimtegrasikan ke dalam perangkat dacrah menjadi Kanior Tenaga
Kerja Kubupaien Fangkat,

- bahwa upiuk  membeniik Organisasm  dan Tatakerja Kantor

Lenaga Kerja Ksbupaten Langkat perfu ditetapkan  dengan
Perateran Daerah;

Undang- undang Nomor 7 1t Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerali  Otonom Lubupaten-kabupaten  dalam lingkungan
Propinsi Sumatera Utare; -
Undang=undang Momor 4 Tuhun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagainmng relah dinhah dengan Undang-undang
Nomaor 43 Tahun 1999,

Usdang-uidang Nomor 22 Tahun 1999 tentanp Pemerintahan
Daagrah;

Undang-undang Momor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
Ibukota Kabugaten Daersh Tingkat I Langkat dari Binjai ke
Htabar;

Peraturan Pemerinih Notmor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
batas witayah Kotamadys Daerah Tingkat I Binjai, Kabupaten
Daeralt Tinghat II Langkat dan Kabupaten Dacrah Tingkat IT
Deli Serdang;

Peraturan Pemerintahi Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Duerah

Peraruran  Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Rewenangan Pemcrintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Benmk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden.
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Dengan Persetujuan
 DEWAN PERWAKITAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
MEMUTTISIKAN -

hernqﬁpkan CPERATURAN DAKRAM KABUPATEN LANGKAT TENTANG

PEMBENTUKAN ORCAN IS5ASI DAN TATAKERJA KANTOR
TENAGA KR A NABUPATEN LANGKAT.

HAB |
NETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratran Dacrah ini yang dimakswd dengan

a
b.

d,

@

h,

Daerah adalah Kabupaten Ly gkar;

Pemerintah Dacral adalah Kepala Daerah beserra Perangkat Daerah serts Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutis Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Langkat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

Sekretariat Daerah adalal, ScRreturiat Dacrah Kabupaten Langkat yang merupakan unsur
staf Pemerintih Dacrah;

Sekretaris Dacrah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Langkat;

Kantor Tenaga Kerja adaluh Kantor Tenaga Kerjs Fabupaten Langkat yang merupakan
unsur penumjang sebagai Lenibapa Teknis DNacrahy;

Kepala Kantor adalah Kanor Tenaga Kerja Kabupaten Langkat;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Ungt Pelaksana Toknis Operasional Kantor Tenaga
Kerja Kabupaten Langkat yang melaksanakin sehahagian tugas Kantor Tenaga Kerja
Kabupaien Langkat yane menjadi wewenangnys disnaty wilayah dan atau beberapa
wilayah kecamatan, '

Kelompok Jabatan Fungsional ad:ilah Eclompok jabitan Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wowenang dan tanggung jawab sorta ful penntt oleh pejabat sesuai dengan
keahllannya dalam rangha mendukung mpas potok dag fungsi Kantor Tenaga Kerja
Kabupaten Langkat:

Renstra adalah Rencana Strate gi Kanlor Tenaga Kerja Kabupaten Langkat;

Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja lustansi Pemerintah Kantor Tenaga Kerja
Kabupaten Langkat,

BAR If
PREMBENTUR AN

Fasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibenink Fantor Tenaga Korja Kabupaten Langkat,

BAaB TU
KEDUDUKAN, TUGAS POK O DAN FUNGSI

Pusnt 3

(1) Kantor Tenaga Kerja Kabupatun Langkat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah

dibidang ketenaga kerjaan;




(2) Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Langkat dipimpin oleh Secorang Kepala Kantor yang

-
dalam 'meiaksu.nukan tugasnyn berada dibawsh dsn bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pusul 4
Rantor Tcnaga Kerja Kabupaten Langkat mempunysi tugas pokok melaksanakan urusan
rimah tangga Daerah dan tugas pembanivan yang diboikan Pemerintah dibidang Ketenaga
L kerjaan.
Pusal 8
Untuk mcnyclcnggarakan lugas pokok Lllmakqu dalwn pasal 4, Kantor Tenaga Kerja
I\abupatm Langkat mempunyai fungsi :
8. Koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program scrita ketatalaksanaan;
b. Pembmaan penyaluran dan penempatan teaaga kerja
c. Pembmazm peningkatan keterampilan dan produkiivitay tenaga kerja;
d. Pembinaan dan penyusunan hubungan industrial dar persyaratan kerja;
¢. Pengawasan dibidang ketenaga kerjaan;
f. Pelaksanaan faporan tata usaha dan rumal tangga kantor:
g Menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Venaga Kerjn Kabupaten Langkat.
BADB Y
SUSUNAN ORGANISAST
. _ Pusal 6
y -
' (1) Susunan Organisasj Kantor Tenaga Nerja Kabupaien i.angkaf terdiri dard :
. a. Kepala Kantor, '
2 L, -Sub Bagian Tata Usaha,
¢ Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
d. -Seksi Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
e Seksi Hubungan Industrial Jdan Persyaratan Fetiag
f. Scksi Pengawasan Teknis;
g. Umt Pelaksana Teknig;
4 h. Kelompok Jabatan Funcsional.
(2) Bagan organisasi Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam
) ayat (1) pasal ini tercanium pada Jampiran Peraluran Daerah ini.
Hriitn Pertany
Fepala Kantor
Pusul 7
Kepala Kantor Tenaga Korju mempunyai tugas pokol memimpin, mengkoordinasikan,
mengendalikan kegiatan dan melaksankana sebagian mgas Pemetintah Kabupaten dibidang
ketenaga kerjean serta tugas lain dan tugas pembantuan vang ditetapkan oleh Kepala Daerah
melalui Sckretaris Daerah.
[ ]
.
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Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok dimalsud dalam pasal 7, Kepala Kantor mempunyai fungsi
. chrmnuskan dan menyelengoarakan sarta mengendalikan pelayanan ketemaga kerjaan;

. .:;&ifll‘mgambangkan kebijaksanaan sistorn ketenaga Keejaan;

-f engadakan kebijaksanman pembinaan dan ronitoring terhadap kegiatan kelenaga
. u;t’:la.ksarl.akan mgng-Nigay lain yang diberikan oieh fiepala Daerah;
. siMenyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Tenaga ¥lerja Kabupaten Langkat.

=

Bagian Kedun
Sub Dagian Tuta Usaha

Pasul 9

(IJSub Bagian Tata Usaba adalali unsur pemiiiu pimpinan  dibidang  permbinaan
- 8dministrasi, kepegawaian, Ketetalaksanaan, woun dan keuangan;

@) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin olch seorung kepala sub bagian tata usaha yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanpaung jawab kepada Kepala Kantor,

L

"azal 10

Sub Bagian Tata Usilin mictipunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam
Banakan perumusan perencanann dan progranyevaluasi, dan laporan kegiatan sub
¥ tata usaha, melaksanakan dan menghimpun husil perencanaan dan program evaluasi
poran seksi-sekui, melaisanakan pombinaan ketata ysahaan yang meliputi urusan
umupl,. pengelolaan kepegawaian, | keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan dan
meﬁgﬁmpun Renatra dun Lakip, memberikan pelayanan tekhnis administratif kepada Kepala
Kantqr. menaty organisasi dan seluruh satuag crganisasi dilingkungan Kanior Tenaga Kerja.

kN Pasal 11
Uniuk menyslenggarakan tupas pokok dimaksud dalam pasal 10, Bul Bagian Tara Usaha
memipimyai fungsi * '
2. Melakukan urusan umum yang melipuli adminisirasi surar keluar dan sura masuk, urusan
- kearsipan dan ckspedisi, penvetiban dan penggandaan, pengaturan dan pemeliharaan
‘pengamanian lingkungan kerja, dan urusan rumah tangga;

b. “Melaksanakan perencanaan dan program kegiatan Bagian Tata Usaha sorta evatuasi dan
e
pelaporan,

viengumpulkan bahan dan petunjuk teknis peliksinaan perariran perundang-undangan
‘dibidang kepegawaian dan mengelolz administrasi lepegawaian;
d, Mcngumpu]kan bahan  penyusunan  angearan rutin, anggaran pembangunan dan
. - dministrasi keuangan;
Melaksanakan wrusan penyusunan anggaran ruthi dan anggaran pembangunan kantor;
Melaksanakan urusan penyusunan daflar gajl dan permintaan gaji ke KPKIN serta
‘miélakukan pembayaran kepada pegawai dilinglungsn Kantor:
Melaksanakan penyimpanan vang dan surat-sirat berharga yang menyangkut barang
~inyentaris kekayaan milik negara;
Menghimpun dan mengolah data ketenaga kerjaan;
Méhgmnpulkan, menyusun dan menganalisa scrta penyusunan program dan analisa
kebutuhan perlengkapar;

e

j.  Melakukan pembinaan organisasi ketatalaksanaan;

i
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kj'__Mgnghimpun perencanaan dan progrum, evaluasi soria laporan akuntabilitas kinerja dari

seksi-seksi;
3 Mﬁnyusun dan menyiapkan hqhan laporan kantor;
m, M tylapkan Rensira dan Lakip Sub Ragian Tata Usaly,

Bagian Ketiga
Seksi Penempatan dan Pepliasan Kerja

Pusai 12

(1) Seksi Penempatan dan Pertuasan Kerja adalah unsur penunjang untuk melaksanakan
tugas dibidang penempatan dan perluasan kerju;

() Scksl Penempatan dan Perlussan Ketja dipimpin ofch seorang Kepala Seksi yang dalam
‘meénjalankan tugasnya berada dibawal dan bertanygpung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Scks‘:-!,.._. ‘imcmpalan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pernbinaan
penempatan kerja dan perluasan kerja,

, Pusal 14

aof
Unm_k_éf{nenyelenggamkan tugas pokok dimaksud dudam pasal 13, Seksi Penempatan dan
Perluagan Kerja mempunyai fun gsi ;
a. Melaksanakan pembinaan tenaga kenys mandir, dan pencrapan teknologi tepat guna, serta
memperluas kesempatan ketjs;
Melakganakan pembinaan penyaluran tenaga Kerja;
Meligksanakan pembinaan penempatan 'ienuga Kerja, AKAD, AKAL;
Melaksanakan pembinaan mengenal informast pasas kerja dan bursa kerja;
Méia.ksanakan analisis dom klasifikasi jabatan dan peryaluran gerta bimbi'nga.n Jabatan;
Mélaksanakan pembinaan penempatan renaga ketja pemuda dan wanita;
Melaksanakun pembinain penempatan tena g2 kerja penye ndang cacat dan lanjutan ueia;
M@i?ksmaknn pembinaa penempatan tenaga kerja asing scrta penempatan tenaga keria
Indonesia ke luar negeri:
Menyiapkan Renstra dan Lukip Sekst Penemparan dan Perluasan Kerja,

=

e
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Bagian Keempat :
Seksi Peninglaitan Keterampilun dan Preduktivitas Tenaga Kerja

Pasal 15

(1) Seksi Peningkatan Ketcrampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah unsur penunjang
dibidang peningkatan keterampilan dan produktivits tenaga kerja;

(2) Seksi Peningkatan Keteranpilan Jun Produkiivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang
Kepala Scksi yang dalam menjalankan fugasnya berada dibawah dan beranggung jawab
kepada Kcepala Kantor,
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o Pasal 16
Sekai Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Fenaga Kerja mempunyai tugas pokok
melaksanakan pembinaan pelaiihan dan produktivitas fenaga kerja,

Pasal 17

Untuk menyelengparakan fugas pokok dimaksud dalam pasal 16, Seksi Peningkatan
Keterampilan dan Produktiviius Tenaga Kerja mempuniyai fungsi :
3. Pembinaan instruktur dag kelembagaan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi;
Pembinaan sarana/prasarana, pelaksanann latihan;
Pembinaan produktivitas tens ga Kerja, pemagangan, pemasaran dan monitoring;
Melaksanakan pembinaan {nstrukmr dan lembaga latikan swasta dan perusahaan;
Meéngeluarkan perizinan dan akriditasi lembaga latihan swasta dan perusahaan;
Menyiapkan perangkat petarihan  dan  melaksanakan pembinaan  standarisasi  dan
sertifikasi latihan keterampilan; '
Melaksanakan uji keterampilan:
M;}E_iksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana latihan keja,
Melaksanakan pembinaan administrasi don lventatisasi perafatan latihan:
- Menyiapkan program, kurikulum dun melaksanakan pelatihan keterampilan;
Menyiapkan bahan penyuluhan dan pembinaan prodakiivitas tenaga korja;
Melaksanakan pembinaan pemagangan tenags kerja diperusahaan baik di dalam maupun
luar negeri;
m. Menyiapkan bahan informas program=program pelatihan untuk disebarluaskan kepada
perusaliaan maupun kepada may yarakat dan evajuasi;
n. Melaksanakan moniloring hasil kegiatan latihan;
0. Menyiapkan Renstra dan Lakip Seksi Peningkaran Keterampilan dan Produktivitas
Tenaga Kerju.

the o o
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Bugian Kelima
Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

. Pasal 18

(1} Seksi Hubungan Industrial dan Persyucatan Kerja adalah wnsur penunjang dihidang
hubungan industrial dan persyaraian Lerjag

(2) Scksi Hubungan Industrial day Persyaratan Keria dipimpin oleh scorang Kopala Seksi
yang dalam menjalankan tugasnyva berads dibasvali dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor.

Pasal 19

Seksi Hubungan Industrial dan Persvaratan Kerja mwnipunyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan hubungan industrial dan porsyaratan kerja;

Pusal 20

Untuk ményelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 19, Seks Hubungan Industrial
dan Persyaratan Kerja mempunyai fungsi ;

a. Melaksanakan persbinann organisasi pekerja dan pengusaha;

b. Melaksanakan kegiatan tripartit dan hipartit;

¢. Melaksanakan pembinaan pendidilan hubungan indJustiial bagi pekerja dan pengusaha;

d. Melaksanakan pembinaan svarat-syarar Korja pada porusahaan swasta dan BUMN /

BUMD;

i }
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. Melaksanakan pembinaan dan pengesahan peraturan perusahaan dan SKB,;
Aelaksanakan pembinaan kebutuhan hidup mininwum dasrah; .
sanakan pembinaan penyelesaian perselisihan fudungan industrial;
elesaikan perselisihan lwbungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;

dkikan inventarisasi, manitoring dan pendatasn masalah-tasalah hubungan
irial;
fapkan Rensira dan | Akip Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Ketja.

Bagiun Keenm
Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
Pasal 21

(1) Seksi. Pengawasan Ketenagakerjaon  adalah unsur penunjang  dibidang pengawasan
ketenagakerjaan;

(2) Sck'éf'Pcngawasan Ketenggakeijaan dipimpin oivh seorang Kepala Seksi yang dalam
- menjalankan tugasnya berada diby wabh dan bertangpung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 22

Scksi Pengawasan Ketenagakerfaun mempun yat titgas pokok melaksanakan pembinaan dan
pengawashn Ketenagakerjaan,

b
Pasul 23

Unwuk menyelenggarakan fugas pokok dimaksud dalam pasal 22, Seksi Pengasvasan
Ketenagaketjaan mempunyai funsi : .

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan nomma kerja umum dan khusos tenaga kerja

wanita dan urang muda;

b. ‘Melaksanakan pembinaan dan pengawasan morma Lerja umum dan khusus lenaga kerja
. anak_ffpenyapdang cacat dan lanjut vsia; ‘
<. Mclg(ﬁanakan inventarisasi data lapogan ketenagah crinan sebagai pelaksanaan Undang-
undahg Noemor 7 Tahun 1981 tentang, waiil lapor retenagakerjaan di perusahaan;
d. Pel'ﬁaﬁ;éanaan pembinaan dan penpawasan nomua Jatainan sosial:

Melaksanakan pengawagan kesejahieraan tenaga kera;

€
£ Melaksanakan monitoring dan’ pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan ketja pada

perusahaan-perusahaan;
g Pelaksanaan Petigawasan nomma keszlamatan kerja;
h. Pelaksanaan pengawasan keschatan kerja dan lingkungan kerja;
i, Mcnyiankan Renstra dan T akip seksi pongaveasun kercagikerjaan,

bagiun Ketujuh
Unit Pelaksann Telnis
Pasal 24
(1) Uxﬂ_t'PclaksanaTcknis adalah unsur pelaksana teknis operasional Kantor Tenaga Kerja:

) Urut__:i'?'elaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dalam
menjalankan tugasnya berads dibawah dan bertan ggung jawab kepada Kepala K.antpr.
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Bagiun Kedelajan
Nelompok Jabatan Fungsional

Pasaf 25

Kelompok Jabatan Fungsional wempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor
TR [ ' ' -
Tenaga Kevja sesuai dengan bidang keshliannya.

Pasal 28

(1')._: elompok Jabatan Fungsiona scbagaimana dimalsud dalam pasal 25 Peraturan Daerah
< ik terdini dari sejumlah tenuga ahli jenjang jubatan fungsional yang terbagi dalam
agai kelompok sesuai dengan keabliannya; ‘

(2).‘§1§10mp0k Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin
= pleh seorang renaga fungsional serior yang ditusiiuk oleh Kepala Dacerah dan bertanggung
* " jawab kepada Kepala Kantor;
(3) .Tumjah Jabatan Fungsional schagsimana dimat-ud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan
- berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban Kerja;

(4) J;ﬁjs Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud dalam ayat (1} pasal ini diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undan gan yang berlaky,

P

BAD V
PENGANGKATAN DAN P EMBERIIENTIAN DALAM JABAT AN

"Pasal 27

(1) Iﬁé;;pala Kantor Tenaga Kerja diangkat dan dibethentikan oleh Bupati;

(2) Kébala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dun Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dllingkungzm Kantor Tenaga Kerja diangkat dagn dibechentikan olch Sckreraris Daerah
atag kewenangan ying diborikan By pail atas usut & epala Kantor Tenaga Kerja:

3) Péﬁgangkatan dalam jenjang jabatan funesional dan struktural dan penetapan ¢solonering

mengacu kepada ketenman peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BRAB V]
TATA NERJA
[Pasul 28

Scmua unit kerja dilingkungan Kantor Tenaga Kerja Jdalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, inte grast dan sinkrenisasi,

Pagal 20

(1) Sé_tiap Pimpinan Unit Kerjo dilingkungan Kantor Tenaga Kerja berkewajiban memimpin
bawahan masing-masing Jan memborikan bimnbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
* tugas bawahan;

bk o



. e
- (2) Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kcpala menghunjuk
Kepala Sub Bagian Tala Usiha dan atan Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas-tugag
Kepala dengan mempedomani Daflar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada
\ %ékretans Daerah Kabupaten.

(3) Apabila Kepala Sub Bagisn Tata Usaha dan atau

- Sib Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi men

. Baglan Tata Usaha dan atay [rada
Bagian Tata Usaha atau Kepala Selg

Kepala Seksi berhalangan, maka Kepala
ghunjuk seorang staf/pegawai pada Sub
seksi untuk melakeanakan gas-tugas Kopala Sub
s dan melapoikannya kepada Kepala Kantor.

Pasal 30

(1) Séﬁap pimpinan Unit Kerj dilingkungan Kamur Ten

aga Kerja wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan 1 gas secara berkala pad

a atusannya;

(2) S_Etiap laporan yang ditcrima oleh punpinan vnit kega dari bawahan, ‘wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan petunjuk untuk kepada
bawahan;

(3) Sétiap laporan yang dismnpaikian wajib membuat tembusan kepada pejabat lain yang
secara fungsional mempunyart hubungan kerja,

Pasul 31

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan
unit kerja mengadakan rapal bekala;

. (2) Seliap Pimpinan Unit Keri wajib mengawasi Gasvahan dan mengambil langkah-langkah
' yang diperlukan apabilan torjadj penyIrmpangan.

BAB vII
KEPEGAWALAN

v_f

L

Pasal 32

. (1) Jenjang kepangkatan dan susunag kepe

gawaian Kantor Tenaga Kerja diatur sesuaj dengan
ketentuan peratran porundan B an

gan yang berfaku,

“ (2) P:c_ngalilzan jenis Kepepawaian disesu

aikan denpan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaky,

BAB VIl
PEMBIAYAAN

Pasal 33
Segalé-_ pembiayaan untuk kepiatan Fantor Te

Kabupaten Langkat serta subsidi atau bantu
yang sah berdasarkan keteninan peratur

niga Kerja dibebankan kepada APBD
an dari pzmerintah atasan dan lembaga lainnya
ang perundang-undangan yang berlaku,




}
3A08 IX
NITTENTUAN PRI AN ‘
Pasal 34
(1) Segala ketentuan yang berteniangan dan atay fidak sesuai dengan Peraturan Dacrah int
dilaknkan perbaikan/penyempumaan: _
. {2) H-’i;[-h:l] yang  belum  distur  Jalin Peratran Daerah  jnj sepanjang  mengenai
pelaksanaannya akan dianr tebi lanjur melafai beerrstusan Kepala Dagrah,
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35 )
(1) Peraturan Dacrah inj dischuy Peratoran Daerah Kabupatn Tangkat tentang Pemhentukan
Organisasi dan Tatakerja Kantor Tenaga Kerja Fabupaten Langkat;
(2) Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.,
/Agar setiap orang dapat mengenhuinga, mermerintahkon pengundangan Peraturan
Dierah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaray Dacraly Kabupaien t.angkat.
Disabkan i : Stabat
Pada tanggal @ 20 Losember 2000,
Disetujui oleh Dewan Derwakilun Daerahy SLANGK AT
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